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perjalanan seabad gambaran struktur sosial dengan perbandingan antar 
struktur hampir tidak pernah berubah? Mengenai perubahan struktur 
memang tidak berjalan sendiri tetapi berkaitan dengan berbagai faktor 
lain, misalnya kesempatan mobilitas vertikal baik dalam ekonomi 
maupun politik . Kesempatan semacam ini bagi petani tidak 
mempunyai akses yang longgar (Sutherland. 1980). 

Dilihat dari sisi kepentingan koloniat memang petani sebagai 
penyedia tenaga kerja tidak perlu memperoleh mobilitas vertikaL 
sebab jika hat ini terjadi maka usaha kolonial akan menghadapi 
kebangkrutan total. Struktur-sosial tengah dan atas berusaha menekan 
demi eksistensi golongan mereka . Sangat sedikit yang dapat 
menembus mobilitas vertikal jika mereka tidak menempuh jalur 
khusus, misalnya terciptanya jaringan baru dengan golongan tengah 
atau atas, serta hubungan keluarga yang diciptakan secara baru . 

Di struktur bawah, lapisan sosial terbawah dapat dibedakan 
menurut pemilikan tanah ialah petani pemilik garapan sampai pada 
petani yang hanya sebagai pemilik tenaga kerja. Meskipun demikian. 
mereka dimanfaatkan oleh struktur atas untuk berbagai kepentingan 
kolonial dan feodal. Jadi , mobilitas ke atas petani, di samping 
kemampuannya sangat terbatas juga ada upaya untuk menahan 
mobilitas itu . Beban berat petani yang menanggung sistem ekonomi di 
atas desa (supra village economy) mengakibatkan kemiskinan, 
keluhan, dan ketidakpuasan (Suhartono, 1995). 

3. Kondisi Ekonomi Desa 

Sejak penyewa-penyewa tanah dalam persil kecil-kecil oleh 
orang-orang Cina dan Belanda pada akhir abad XVIII, maka sejak itu 
pula lahirlah model tanah-tanah partikelir di Vorstenlanden pertama 
kali. Peralihan tanah lu11gguh (apanage) ke siti kabudidaya11 
(particuliere landerijen) membawa perubahan pengelolaan, kewaj iban 
petani, dan dampak yang berlaku dalam masyarakat desa. Pada tahap 
awal para landhuurder menyewa tanah dalam jangka pendek, 5 sampai 
20 tahun dan tanah-tanah yang disewa itu diusahakan untuk tanaman 
traditional yakni padi. Pada desenia kedua abad XVIJI baru beranjak 
ke tanaman perdagangan, dengan kopi dan indigo sebagai tanaman 
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utama. Menginjak masa awal Tanam Paksa seperti yang berlaku di 
daerah gubernemen, di Vorstenlanden mulai diperkaya dengan 
tanaman komoditi ekspor seperti tebu, tembakau., kayu manis., kanil, 
dan sejenisnya (Suhartono, 1995). 

Satu cara yang sangat aman dalam mengelola perkebunan yakni 
melalui cara traditional yang telah berlaku sebelumnya, misalnya 
rekrutmen tenaga kerja, distribusi kerja, dan multiplikasi kerja. Sudah 
tentu dalam hal ini tidak dapat lain kecuali harus mengerahkan kepala­
kepala desa sebagai ujung tombak di pedesaan. Sebagaimana diketahui 
bahwa secara vertikal masyarakat desa sangat lekat dengan kepala­
kepal a yang membawahinya. Model patron-client dimanfaatkan 
sebaik-baiknya demi perolehan keuntungan maksimal tanpa mengubah 
struktur yang berlaku. Jadi birokrasi kolonial bersikap pragmatis-ex­
pedient yang membiarkan kekuasaan traditional berjalan selama 
tidak membahayakan (Sartono Kartodirdjo, 1986). 

Kekuasaan kepala desa yang besar di kabekelan tidak diragukan 
lagi, karena ia adalah wakil apanage handed desa yang mencakup 
wilayah kabekelan. Di desa kekuasaannya sangat besar karena 
dikaitkan dengan penarikan pajak. Pengerahan tenaga kerja dan 
penarikan pajak tidak akan banyak berhasil jika kekuasaan kepala desa 
tidak diperkuat. Akan tetapi kekuasaan kepala desa yang lebih banyak 
mengimitasi penguasa di atas desa cendrung berlebihan. Oleh karena 
itu, tidak mengherankan jika kepala desa mendapat gelar ratu cilik 
yang opresif dan eksesif (Suhartono, 1991 ). 

Sebetuin lahirnya perkebunan, petani Vorstenlanden secara 
traditional sudah mendapat beban kerja, pajak, dan berbagai 
sumbangan yang harus dibayarkan pada pemegang /ungguh lewat 
kepala-kepala desa. Sudah sangat lazim kalau sebagian pajak, itu 
sebagian singgah di tangan kepala desa. Hal ini dilakukan tidak hanya 
oleh kepala desa, tetapi juga kepala-kepala di atasnya. Memang jalan 
yang dilalui pajak sudah tentu basah karena pajak itu. Tidak 
mengherankan kalau mereka kaya karena manipulasi pajak petani. 

Di sisi lain, petani sarat dengan kerja wajib dan berbagai pajak 
serta sumbangan mendorong mereka untuk menahan diri selama masih 
dalam batas kemampuan. Jika disimak lebih dalam sebenamya hanya 
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ku/i kenceng saja yang langsung mendapat beban itu. Tetapi 
sebagaimana biasanya yang berlaku dalam sistem patron-client maka 
kuli-kuli yang ada di bawahnya otomatis harus loyal pada kuli kenceng 
sebagai penanggungjawab pajak. Jadi, seluruh lapisan petani menjadi 
bagian integral pembayar pajak pada penguasa feodal. 

Brooshooft, ketua redaksi surat kabar de Locomotief di Semarang 
pada tahun 1888 menghitung beban petani di perkebunan daerah 
Surakarta. Dari hasil hitungannya Jelas bahwa petani hidup-di bawah 
subsistensi. Kondisi semacam ini hampir tidak pernah berubah dan 
malahan makin berat karena multi-plikasi kerja di perkebunan. 
Dengan kata lain, proses pemiskinan di pedesaan sudah berlangsung 
sejak praperkebunan dan rupanya selama hubungan kerja feodal tetap 
dipertahankan (Brooshooft, 1888). 

Keadaan ekonomi petani juga tidak berubah setelah beroperasinya 
perkebunan yang memanfaatkan hubungan kerja-feodal yang diperkuat 
dengan multiplikasi kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan 
perkebunan. Berbagai ekstra kerja dan lembur untuk menghasilkan 
target berakibat pada multiple pressures sehingga petani tidak 
mempunyai waktu lagi mengerjakan tanah yang dapat dikerjakan dan 
memberikan hasil. 

4. Po/itik Ekonomi Kolonia/ Feodal 

Sebagaimana lazimnya politik kolonial selalu memanfaatkan 
kondisi yang telah ada. Memang tampaknya tidak ada perubahan 
strategi eksploitasi, tetapi sebenarnya ia menerapkan prinsip 
penghematan yang luar biasa. Pemerintah kolonial sejauh Mungkin 
melakukan eksploitasi tanpa mengeluarkan biaya yang dengan kata 
lain harus memanfaatkan struktur dari sistem yang telah berjalan. 

Bagaimana eksploitasi kolonial dapat berjalan dengan baik, sudah 
barang tentu menggunakan model simbiotik yang sating untung antara 
pihak perkebunan yang disponsori pemerintah kolonial dan pemerintah 
kerajaan. Reciprocal needs merupakan jaminan berlangsungnya 
eksploitasi perkebunan yang semuanya Akan ditanggung petani. Di 
satu sisi, parkebunan memerlukan bantuan birokrat traditional yang 
memegang otoritas terhadap petani dan di sisi lain, birokrasi 
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tradisional memerlukan prestige sosial baru dengan uang dan 
kebutuhan konsumtif yang diintroduksikan oleh pemerintah. 
Sebaliknya legalitas yang diincar pemerintah melalui kontrak politik 
akan mengakhiri legitimasi kekuasaan raja-raja Vorstenlanden. 
Dengan kontrak itu berarti terjadi penjungkirbalikan kenyataan. Yang 
semula raja mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada penguasa 
kolonial, sekarang terjadi sebaliknya, raja-raja merupakan bawahan 
pemerintah kolonial (Ekeh, 1975). 

Kepanjangan dari reciprocal needs menghasilkan mutual benefits 
yang dirasakan dan dinikmati oleh para penguasa yang sebelumnya 
tidak pernah dialami. Pemerintah kolonial mempunyai visi yangjauh 
ke depan untuk dapat memperoleh keuntungan maksimal yang dari 
sedikit ditempuhnya melalui langkah-langkah awal berkolusi dengan 
penguasa setempat. 

Perkebunan merasa mendapat limpahan legitimasi dari raja dan 
secara sah memerintah petani demi keberhasilan usahanya. Hak-hak 
yang ada pada penguasa itu diam bi I alih oleh perkebunan yang seolah­
olah tidak ada bedanya antara penguasa tradisional dengan 
perkebunan. Perkolusian itu tidak hanya berlangsung di tingkat atas, 
tetapi sudah berlaku di setiap lapisan. Sampai-sampai hat ini dianggap 
biasa, dan petani tidak merasa bahwa mereka telah dieksploitasi oleh 
perkebunan. Hanya saja mereka merasa bahwa beban dan tanggung 
jawab mereka menjadi lebih berat, apalagi kewajiban itu selalu diikuti 
oleh sanksi yang berat (Suhartono, 1996). 

Prinsip 'ekonomi kolonial adalah rasional, efisien, dan berpeluang 
mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah kolonial 
mempertimbangkan usahanya melalui prinsip ekonomi bahwa biaya 
produksi dapat ditekan, dan sedapat mungkin mengejar non-budget 
system diperoleh keuntungan maksimal. Meskipun sudah beralih ke 
sistem liberal yang mendorong hubungan kerja kontraktual tetapi 
praktek heerendiensten dan verplichte leverantien terus berjalan 
(Deventer JSZ. 1355--1856). Untuk mencapai tujuan dihalalkan 
dengan berbagai cara. Pokoknya keuntungan yang dikejar, meskipun 
bertentangan dengan peraturan. 
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5. Ekonomi Eksesif dan Opresif 

Memang dapat difahami bahwa kehidupan ekonomi istana sangat 
tergantung dari kegiatan desa sebagai pemegang faktor produksi 
Semua kebutuhan istana dari yang bersifat materialistis sampai dengan 
yang nonmaterialistis disediakan oleh desa. Yang bersifat materialistis 
mencakup pasirah, pomahan dan pekarangan serta berbagai 
pasumbang dan yang nonmaterialistis meliputi kerigaji, kerigdesa, 
gugur gunung, dan intiran 

Meskipun pengertian pajak pembayarannya reguler setahun sekali 
atau dua kali, para birokrat masih menuntut sumbangan wajib yang 
disampaikan pada bawahannya lewat prentah a/us. Sumbangan itu 
jumlahnya disesuaikan dengan tinggi rendahnya jabatan birokrat itu, 
sehingga tidak mengherankan jika mereka harus "membeli 
sumbangan". Tidak, mengherankanjika sumbangan itu harus dibayar 
secara insidental dan lagi bukan hanya seorang atau dua orang birokrat 
saja tetapi beberapa orang yang harus dilayani dengan berbagai 
sumbangan itu. 

Jika layanan sosial dan ekonami disediakan semuanya supra 
Village maka layanan desa sangat eksesif yang berarti desa tidak 
punyai kelebihan lagi kecuali hanya untuk hidup yang subsisten 
(Soemarsaid Moertono, 1968). Dengan masuknya perkebunan ke 
pedesaan berarti lahir sistem baru yang eksesif pula. Jika dua sistem 
ekonomi ini berkolusi maka selain makin eksesif juga sistem yang 
terakhir ini lebih opresif. Mengapa demikian karena perkebunan secara 
ekonom is mencari keuntungan sebesar-besamya dengan menerapkan 
target kerja seoptimal mungkin tanpa melihat dampak lebih jauh. 

Petani menjadi makin sibuk melayani perkebunan dan tidak punya 
waktu untuk menggarap sawah glebagannya. Ekstra kerja dan lembur 
menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh perkebunan yang mengejar 
keuntungan dengan membuat target kerja baru. Tanggalan, padang 
bulanan, kemit dan tugas-tugas lain sangat menekan kesempatan petani 
mengerjakan pekerjaan lain (Suhartono, 1991 ). 

Petani dapat dimasukkan dalam kelompok ekonomi lemah karena 
faktor-faktor produksi mereka tidak dihargai layak. Karena itu, 
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pendapatan mereka selalu tertinggal dengan banyaknya kebutuhan dan 
beban pajak. Kondisi ekonomi petani ini memang tidak dipungkiri 
sebagai kemiskinan atau armoe. Pada akhir abad XIX pemerintah 
kolonial yang menyesuaikan dengan iklim liberal yang memberi 
kebebasan barang impor menyadari kondisi kemiskinan petani. 
Berdirinya Mindere Welvaart Onderzoek m~mberi tekanan kepada 
petani sebagai konsumen yang membiayai tenaga beli besar. 
Pemerintah hanya melihat bagaimana petani mempunyai daya beli 
tinggi untuk mengkonsumsi barang impor, tetapi tidak mengubah 
sistem yang sudah berlangsung menekan petani. Meskipun pemerintah 
berusaha meringankan petani dari jeratan rentenier dengan berdirinya 
valkscrediet, pegadaian, dan sejenisnya, semuanya tidak meringankan 
beban petani. 

Pada akhir abad XIX di Vorstenlanden sudah berlaku hubungan 
kontraktual antara petani dengan pabrik atau perkebunan. Namun 
dalam hubungan ini petani tidak mempunyai daya bargaining. 
Kedudukan mereka selalu dikalahkan oleh sistem birokrasi yang 
berlaku. Praktis kedudukan petani tidak pemah membaik. 

6. Budaya dan Perilaku Birokrasi 

Sejak kerajaan Mataram Islam birokrasi tradisional makin rapih, 
lebih-lebih setelah Palihan Nagari (I 755), kerajaan-kerajaan yang 
ada di Vorstenlanden harus mampu mengelola sumber daya manusia 
dan alam secara efektif dan efisien. Pemerintahan perlu diatur secara 
rinci dengan birokrasi yang makin renik. Sudah tentu hal ini membawa 
konsekuensi pula yaitu pengangkatan priyayi baru sebagai pangreh 
praja. Sebagimana istilah yang kemudian berkembang bukan saja pada 
pemerintah kolonial, tetapi juga berlaku di kerajaan-kerajaan 
Vorstenlanden, yaitu maraknya jabatan para priyayi dalam birokrasi 
kerajaan (Sutherland, I 979). 

Bagi pemerintahan kerajaan para priyayi. merupakan I 'esprit de 
corps yang mendukung pemerintahan yang juga serupa dengan 
lahirnya beamtenstaat yang dikembangkan pemerintah kolonial 
Mereka itu, baik korp kerajaan maupun pemerintah kolonial tidak lain 
adalah handjanger yang harus menjalankan birokrasi. Mereka 
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diciptakan untuk menopang birokrasi pusat yang pada gilirannya 
mereka merupakan korp kolusi dalam pemerintahan (Sutherland, 
1979). 

Korp memang merupakan kesatuan yang solid yang mempunyai 
panutan yang harus dilakukan dan diberi sanksi bagi siapa yang 
melanggamya. Oleh karena itu, perilaku korp harus dipertahankan. 
Setiap anggota baru harus mengimitasi peril~ku yang sudah dipolakan 
sebagai etika priyayi. Setia pada atasan merupakan orientasi vertikal 
yang tidak ditawarkan lagi, bahkan birokrat atas kerajaan ataukah 
birokrat pemerintahan kolonial. Sudah bukan rahasia lagi bahwa 
mereka harus berorientasi ke atas tanpa melihat dampak lain yang 
semuanya itu hanya untuk menyenangkan atasan (Umar Kayam, 
1992). 

Dalam birokrasi bukan semata-mata kesetiaan berlebihan tidak 
ada reward yang selalu diharapkan. Sudah tentu kenaikan pangkat 
dengan wisudan dengan pengertian sinengkakaken ing ngaluhur. Bagi 
yang tidak loyal, seperti yang dapat dibaca dalam babad dapat 
dimutasikan dan kalau perlu didegradasikan ke jabatan yang lebih 
rendah. Kalau memang membahayakan rust en orde mereka 
disingkirkan untuk selamanya. 

Akan tetapi di dalam dunia kerajaan memang orientasi. kawula 
terbatas ada di dalam kerajaan saja. Orientasi di luar (outward 
oriented) kerajaan dapat dikatakan tidak ada · dan kalau pun ada 
kondisinya juga serupa dengan kerajaan Varstenlanden. Oleh karena 
itu, orientasi pada raja atau kerajaan adalah satu-satunya loyalitas. 
Orientasi ke Varstenlanden merupakan keharusan sebab daerah-daerah 
mancanegara (vasal) harus berarientasi ke pusat. Vorstenlanden 
merupakan pusat arah yang harus diikuti bukan hanya dalam 
pemerintahan tetapi juga termasuk bahasa etika, tingkah laku yang 
dapat dicakup dalam budaya istana (Sartono Kartodirdjo, 1986). 

Pemerintahan yang sentralistis dan keraton sentris sebagai pusat 
budaya mengharuskan semua birokrat kerajaan memiliki loyalitas 
tunggal kepada raja. Secara hirarkhis loyalitas sudah terbentuk bahwa 
loyalitas terhadap atasan tidak dapat ditawar lagi sehingga dapat 
dikatakan birokrasi kerajaan sudah sangat solid. Birokrat rendahan 
sangat dipenden pada yang tertinggi dan sifat patrimonialistik sudah 
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berakar kuat di masyarakat. Perilaku submissive merupakan perilaku 
yang ditawarkan oleh birokrasi feodal-kolonial yang menjamin 
eksistensi secara keseluruhan. 

Sebagaimana sifat birokrasi yang patrimonialistik maka setiap 
bentuk kolusi yang dilakukan pada tingkat atas juga diimitasi pada 
tingkat tengah dan bawah. Di dalam dunia patrimonialistik hal 
semacam itu tidak termasuk penyimpangan, tetapi sebagai hal biasa 
dan bahkan menjadi sistem yang berpola yakni menyembah ke atas 
menginjak ke bawah, serupa dengan renang katak. Yang disembah 
pun akan merasa senang, dan yang manyembah akan disembah 
birokrat yang lebih rendah. Demikian pula injakan ke bawah juga 
diikuti injakan pada birokrat yang lebih rendah pula. Jadi, kalau 
mereka ada dalam iklim patrimonialistik hal itu jelas tidak di rasakan 
sebagai penderitaan, siksaan, merendahkan diri, dll. (Suhartono, 1996). 

Pada suatu ketika birokrat atasan berkolusi dengan sesamanya atau 
dengan individu atau kelompok di luar birokrasi akan diikuti oleh 
birokrat tengahan dan rendahan. Mengimitasi justru merupakan hat 
yang terpuji. Justru penyimpangan dari sistem birokrasi yang sudah 
berjalan itu dianggap tidak wajar. 

7. &rbagai R~aksl 

Memang sangat plastis piramida struktur masyarakat, selain 
menggambarkan struktur dan pelapisan sosialnya, piramida itu 
menggambarkan beban sosial ekonomi yang ditanggung. Birokrat 
yang menduduki struktur atas jelas tidak mempunyai beban apapun, 
keluhan dan ketidakpuasan. Demikian pula para priyayi yang 
menduduki golongan tengah lebih banyak ndherek mukti para 
bangsawan dan birokrat atas, sedangkan struktur bawah menanggung 
kebahagiaan kedua struktur di atasnya (Sartono Kartodirdjo, 1996). 

Di dalam kerajaan saja petani menanggung dua struktur yang 
eksploitatif, belum lagi struktur luar yang setingkat dan bahkan ada di 
atas struktur tertinggi kerajaan yaitu lapisan kolonial. Baik petani 
maupun birokrat atas, mereka sa~a-sama kelompok underprivileged 
yang tidak tersentuh, tetapi dua kelampok itu terdapat perbedaan besar. 
Di satu sisi kelompok birokrat atas tidak tersentuh kerja berat, tetapi 



474 

kelompok petani tak tersentuh kesejahteraan. Di sisi kiri, kelompok 
birokrat mengeyam kebahagiaan dan keuntungan dan kelampok petani 
merasakan pedihnya penderitaan dan kerugian. 

Sama-sama kelompok tidak tersentuh, yang mendapat perhatian 
adalah kelompok petani. Eksistensi petani telah dihancurkan sistem 
feodal-kolonial dan telah membuyarkan kelangsungan hidup mereka. 
Selain sudah disebut di atas bahwa petani menjadi tulang punggung 
ekonomi di atas desa, merekajuga tidak pemah berubah kondisi sosial­
ekonominya. Dalam keadaan seperti itu sebenamya petani memiliki 
consciousness yang tinggi karena mereka telah dirugikan oleh 
kerajaan dan kolonial (Sartono Kartodirdjo, 1986). 

Agak sulit bagi petani untuk mendapatkan kembali miliknya yang 
hilang. Di Vorstenlanden sendiri cukup banyak bukti protes petani 
yang dilancarkan terhadap perkebunan. Gerakan protes dafam sekala 
besar seperti gerakan sosial dan gerakan keagamaan hampir terjadi 
setiap tahun. Politiek Vers/ag di dua keresidenan itu selalu memuat 
panjang-pendeknya laporan berdasarkan kekuatan melawan 
pemerintah. Jika seorang penggerak yang berwibawa, mempunyai 
pengaruh besar dan pengikut banyak, otomatis membahayakan 
pemerintah, maka laporannya mendetil dan parijang. Tetapi kalau 
gerakan itu tidak membahayakan hanya disinggung sebagai gangguan 
keamanan saja. 

Manifestasi ketidakpuasan petani dilancarkan dalam bentuk 
individu dan kolektif. Prinsipnya sedapat mungkin melampiaskan 
kekecewaannya dengan destruktif dan merugikan pihak-pihak yang 
telah mengambil keuntungan dari mereka. Sejak berlangsungnya 
tanaman tebu selalu saja terjadi hampir setiap tahun. Kecu juga terjadi 
hampir setiap malam dengan korbannya mereka yang telah menikmati 
yang sebenamya milik petani, antara lain bekel Janda, bekel cina, dan 
kepala-kepala desa yakni bekel dan demang termasuk orang kaya desa 
(Groneman, 1887; Suhartono, 1995). 

8. Simpulan 

Underprivileged polar bawah mengalami nasib yang sukar 
berubah karena sistem ekonomi feodal-kolonial· yang diperkuat oleh 
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kolusi birokrat traditional dan kolonial. Praktis petani tak dapat 
bergerak sedikitpun untuk mendapatkan hak-haknya yang telah 
diambil oleh penguasa di atas desa. wong cilik tak pernah mengalami 
masa cerah. Mereka selalu diselimuti kabut kesenangan sosial, 
kesengsaraan, kemiskinan dan penderitaan (Beteille, 1969). 

Secara struktural kedudukan mereka sangat lemah karena mereka 
tidak mempunyai kekuatan bargaining dengan perkebunan dan 
pemerintah. Di samping itu satu-satunya milik mereka yaitu faktor 
produksi berupa tenaga kerja dihargai sangat tidak memadai. 
Berkaitan dengan tenaga kerja sebagai satu-satunya milik petani, maka 
tenaga yang kemudian menjadi kekuatan petani itulah yang 
didambakan untuk mengembalikan miliknya. Seberapajauh resistensi 
petani ini berhasil memang sangat tergantung berbagai fakta, tetapi 
yangjelas bahwa resistensi petani hampir terjadi setiap tahun. Melihat 
kejadian ini secara kuantitatif dapat disimpulkan bahwa di satu pihak 
petani selalu dirugikan oleh perkebunan, dan di pihak lain selalu 
memberi fasilitas yang menguntungkan perkebunan dan yang 
memperlebar kesenjangan (Sartona Kartadirdjo, 1986). 

Kolusi birokrat kerajaan dengan birokrat kolonial memperkuat 
opresi terhadap petani. Mereka sama-sama untung karena dapat 
mengoptimalkan kerja dan pajak dengan eksesif. Kekayaan desa telah 
dibawa ke pusat pemerintahan tanpa meninggalkan imbalan yang 
proporsional Memang banyak infrastruktur kolonial yang ada di 
pedesaan tetapi tujuan utamanya untuk. mencukupi kepentingan 
perusahaan:, bukan untuk petani. Trickle down effects/ah yang 
diharapkan petani untuk mengurangi dikhatomi kota-desa, kaya­
miskin makmur-melarat, dll. 

Perlu disadari bahwa kemitraan bukan hanya dengan kelompok 
setingkat tetapi juga dengan kelompok yang lebih rendah yang 
sebenarnya mereka itu adalah mitra sejati, sebagai penyedia tenaga 
kerja, tanah, dll. Rekonsiliasi antara perusahaan perkebunan dan petani 
harus dilakukan terabosan baru secara intensif agar tidak terjadi 
kesenjangan materiil dan spirituil. 

L 'histoire se repete mengilhami kita bahwa sejarah berulang 
kembali dalam pola yang serupa dan dalam kurun waktu yang berbeda. 
Situasi seperti di Vorstenlanden ini pun dapat juga terjadi di tempat 
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lain di masa-masa mendatang. Berbekal wawasan sejarah sosial­
ekonomi khususnya masyarakat bawah yang diwakili wong cilik, kita 
didarong agar menjadi lebih arif dalam setiap pengambilan keputusan 
agar tidak terjadi gejolak sosial yang tidak diharapkan (Mubyarto, 
1996). 

; " 
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RUMUSAN BASIL 
KONGRES NASIONAL SEJARAH TAHUN 1996 

I. PENGANTAR 

Kongres Nasional Sejarah Tahun 1996 dengan tema "Dialog 
Kelampauan Menguak Kekinian Untuk Merancang Masa Depan" 
diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, bekerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 
bertempat di Hotel Indonesia, Jakarta berlangsung selama empat hari 
( 12--15 Nopember 1996). Kongres yang secara resmi dibuka oleh 
Wakil Presiden RI pada hari Selasa, 12 Nopember 1996 di lstana 
Wakil Presiden, Jakarta diikuti oleh 265 peserta yang terdiri atas para 
peneliti, pengajar, penulis, peminat, dan pakar sejarah yang berasal 
dari lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelayanan 
masyarakat, dan pribadi, termasuk sejumlah peserta yang berasal dari 
luar negeri. 

Menyimak Sambutan Wakil Presiden pada upacara pembukaan, 
serta membahas 8 makalah utama, 45 makalah undangan, dan 56 
makalah hasil seleksi judul makalah terlampir), baik dalam sidang 
paripurna maupun sidang kelompok, kongres bersepakat merangkum 
semuanya itu dalam sebuah rumusan yang terdiri atas 13 butir pokok­
pokok pikiran, 6 butir simpulan, ~an 3 butir rekomendasi. 
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IL POKOK-POKOK PIK/RAN 

I. Kesadaran sejarah dapat memberi suatu kekuatan batiniah 
membuat suatu bangsa untuk mampu tegak berdiri, walau diterpa 
oleh berbagai macam ujian dan cobaan. Bagi bangsa Indonesia, 
kesadaran bahwa bangsa ini telah dilahirkan dan dibentuk melalui 
serangkaian perjuangan, harus menjadikan bangsa Indonesia 
sonantasa taguh dan tagar, dalam memantapkan dan 
mengaktualkan segala sesuatu, yang telah diperjuangkan. 

2. Kearifan sejarah hendaknya dapat menjadikan bangsa Indonesia 
menyadari secara lebih mendalam bahwa persatuan dan kekuatan 
bangsa merupakan wahana utama dalam menibangun dan 
menjamin kelangsungan hidup ser'ta membela martabat bangsa. 

3. Penulisan sejarah nasional hendaknya senantiasa menggelorakan 
semangat perjuangan bangsa Indonesia, yang terkenal gigih dan 
pantang menyerah, dalam merintis, merebut, mempertahankan, 
menegakkan dan mengisi kemerdekaan; serta dapat pula 
mendorong dan merangsang masyarakat, khususnya generasi 
muda, untuk memiliki kebanggaan sebagai bangsa besar dan 
bangsa pejuang. 

4. Perbendaharaan pengetahuan tentang berbagai segi kesejarahan 
dan kompleksitas sumber-sumber sejarah serta penambahan 
pengetahuan kesejarahan kian hari diberikan dalam mutu yang 
cukup tinggi, namun secara kualitatif perkembangan ilmu sejarah 
di tanah air seakan tak mampu mengiringinya. 

5. Perhatian masyarakat terhadap sejarah tidak perlu diragukan, 
tetapi pengetahuan yang mereka miliki tentang sejarah seakan 
tidak menunjukkan peningkatan. 

6. Dalam kegiatan penelitian terutama di bidang ilmu-ilmu sosial, 
dimensi kelembagaan memperoleh perhatian dan penggarapan 
yang lebih banyak dibandingkan dengan dimensi pemikiran 
sehingga hasilnya belum dapat memberikan gambaran yang utuh 
mengenai masalah yang diteliti dan yang dikaji. 
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7. Nasionalisme mempunyai potensi untuk mengimbangi dampak 
negatif dari teknologi yang semakin canggih serta menciptakan 
banyak kemudahan dalam kehidupan bangsa. 

8. Gerak sejarah senantiasa memperlihatkan adanya hubungan 
dinamis antara dimensi ruang dan waktu, karena itu peristiwa 
sejarah tidak dapat dipandang dan dinilai sebagai hal yang berdiri 
sendiri; · 

9. Pengetahuan sejarah menuntut adanya logika terseridiri yang 
berarti memerlukan jenis keahlian khusus. 

10. Dilihat dari sudut pandang kurikulum, kurikulum pendidikan 
sejarah yang ada sekarang sudah memiliki tujuan yang jelas, 
namun belum mendapat dukungan dari materi kurikuler yang 
memadai. 

11. Kurikulum pendidikan sejarah harus mampu memberi siswa 
kesempatan untuk mengembangkan semangat dan perasaan 
kebangsaan yang kuat; (b) kemampuan berpikir proakfif dan 
reaktif; (c) kesanggupan mencari, memilih, menerima, mengolah, 
dan memanfaatkan informasi; (d) kreativitas yang Unggi dan 
(e) kemampuan kerjasama. 

12. Dari makalah-makalah yang ditampilkan, nampaklah peningkatan 
kemampuan sejarawan memanfaatkan sumber-sumber primer dan 
sekunder, peningkatai:i mutu penulisan kesejarahan dan 
peningkatan teoritis. Pokok-pokok pikiran yang ditampilkan 
dalam · 12 sub tema sangat penting dalam penambahan 
pengetahuan, perluasan wawasan, dan ketajaman proyeksi masa 
depan. 

13. Para sejarawan semestinya pula memperluas perhatian terhadap 
tema sejarah yang selama ini terlupakan, khususnya penelitian 
gender dalam perspektif sejarah 

III. KESIMPULAN 

I . Para sejarawan hendaknya dalam berbagai upaya dan kegiatan 
kesejarahan yang mereka lakukan, senantiasa berorientasi kepada 
kepentingan bangsa dan kemanusiaan. 
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2. Kemajuan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan percepatan laju 
perubahan sosial memaksa sejarawan untuk senantiasa 
meningkatkan kemampuan akademis mereka sambil tidak lupa 
membuka diri" terhadap berbagai kemungkinan penggunaan 
pendekatan yang strategis. 

3. Kegiatan di bidang inventarisasi, dokumensi, dan kearsipan perlu 
ditingkatkan dengan · memanfaatkan kemajuan taknologi yang 
mutakhir. 

4. Penelitian dan penulisan kesejarahan dalam berbagai tema, 
wilayah, dan masa, lebih digiatkan agar pengetahuan dan 
pemahaman kita tentang struktur perilaku manusia dalam dimensi 
waktu bertambah. 

5. Pemasyarakatan dan penyebarluasan hasil penelitian sejarah perlu 
dilakukan dengan lebih seksama. 

6. Diperlukan adanya peningkatan berbagai peningkatan berbagai 
sarana pengajaran sjarah di sekolah-sekolah. 

IV. REKOMENDASI 

Kongres menyampaikan rekomendasi sebagai berikut : 

I. Mengingat sejarah merupakan salah sa~u cabang ilmu dan 
pengetahuan yang strategis untuk merumuskan visi masa depan, 
diharapkan adanya peningkatkan perhatian dan keterlibatan 
berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, terhadap 
kegiatan kesejarahan. 

2. Mengingat pentingnya arsip sebagai sumber penelitian utama 
sejarah, dihimbau agar berbagai lembaga, baik pemerintah 
maupun swasta serta perorangan rela menyerahkan arsipnya ke 
Arsip Nasional Republik Indonesia, baik di pusat maupun di 
wilayah-wilayah. 

3. Agar penyelenggaraan Kongres Nasional Sejarah dapat 
dilaksanakan secara teratur 5 tahun sekali. 

4. Perlu suatu koordinasi antara pihak pakar sejarah dengan pihak 
pengguna lnformasi sejarah 
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V. UCAPAN TERIMA. KASIH 

Kongres mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil 
Presiden, kepada 8apak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 
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